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BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal
99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2022;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten
Lamandau Nomor 244);

. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021
Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamandau.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa kabupaten Lamandau.

7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

8. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

9. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat
daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan kecamatan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

o
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mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang
selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesusi dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka
ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang dimutahirkan, program  prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun
Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua
kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta
tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun
anggaran.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat
ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap
desa.

Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat
ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara
proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang
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karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan
maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat
desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah:

(3)

(1)

(2)

3)

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa sesuai kewenangannya;

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi
desa;

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan,
kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong
masyarakat; dan

e. meningkatkan kemandirian Desa.

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB
Desa;

b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan; dan

c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta
terkendali.

BAB 11
BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun
Anggaran.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari perkiraan dana perimbangan yang
diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Jumlah ADD untuk seluruh Desa di Daerah Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp 49.014.411.200,- (Empat Puluh Sembilan
Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua
Ratus Rupiah).
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Pasal 4

(1) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi
dengan ketentuan:
a. ADDM sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total
ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b. ADDP sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara
proporsional sebesar:
1) 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
2) 5% (lima perseratus) jumlah Penduduk Miskin;
3) 5% (lima perseratus) untuk luas wilayah;
4) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah RT/RW;
dan
5) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk tingkat
kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan
tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, bersumber pada data yang dari
kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

(1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata
dan adil.

(2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.

(3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu besarnya
bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap
Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung
dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung dengan
rumusan sebagai berikut:

ADDx = ADDMx + ADDPx

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDMx : Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDP x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDPX, yaitu : ADDPx = BDxX (ADD - ADDM)

Keterangan :

BDx : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan
Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang

ditetapkan Kabupaten.

Untuk menentukan BDx, yaitu:
BDx= (0,010*Z1)+(0,005*Z2)+(0,005*Z3)+(0,035*Z4)+(0,045*Z5)

Keterangan:

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten Lamandau.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau.
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Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa
Kabupaten Lamandau.

Z4 : Rasio Jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total Jumlah
RT/RW Desa Kabupaten Lamandau.

Z5 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten
Lamandau.

Pasal 7

Daftar penerima ADD di Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) Penggunaan dana ADD diutamakan untuk membiayai
kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan
kemasyarakatan, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat serta
bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes
dan RPJMDes.

(2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat,
tunjangan BPD, iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD wajib
dianggarkan dari ADD.

(3) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan sesuai
dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari
dari Rekening Kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran ADD ke rekening Kas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan
memperhatikan realisasi penyaluran dana perimbangan yang
diterima Daerah (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)
ke Rekening Kas Umum Daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2),
yang tercatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan
besaran ADD kepada Kepala DPMD untuk dilakukan
mekanisme penghitungan dan proses persiapan transfer ke
rekening kas Desa.

(4) Penyaluran ADD  dilakukan  setelah  Kepala Desa
menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala DPMD berupa:
a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas persyaratan;
b. APBDesa tahun anggaran 2022;
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(6)

(7)

(8)

)
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(1)

.

c. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;

d. kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai
pengajuan;

e. pakta Integritas; dan

f. surat pernyataan Kepala Desa.

Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada
Camat antara lain :

a. salinan berkas pertanggungjawaban belanja tahap
sebelumnya beserta bukti pembayaran pajak atas belanja;

b. dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah
disusun oleh PPKD pelaksana kegiatan anggaran yang telah
diverikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;

c. salinan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran
sebelumnya (pengajuan tahap pertama); dan

d. LPPDes dan LKPPDes tahun 2021 (pengajuan tahap
pertama).

Dalam hal terdapat lebih salur ADD atau terdapat selisih lebih
jumlah penyaluran dengan Keputusan Bupati tentang besaran
penyaluran ADD tiap Desa per tahap nya, Pemerintah Desa
wajib mengembalikan dengan menyetor kembali kelebihan
salur ke Rekening Kas Umum Daerah dan menyampaikan
surat tanda setor ke Badan Keuangan Daerah.

Dalam hal terdapat kurang salur ADD, Pemerintah Daerah
dapat langsung menyalurkan ke Rekening Kas Desa.

Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran
ADD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak
dapat disalurkan dan menjadi sisa dana ADD di Rekening Kas
Daerah.

Sisa dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Format laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi
kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I
dan semester II kepada Bupati.

Perancang Peraturan | Kabag Hu Asistep/1 Sekretaris Daerah
Per UU (&)

¥ 7  ~—
g

7/

(






-8 -

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran berjalan;
b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan
APIP Daerah.

(2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati
dapat meminta APIP Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati
dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat
kejelasan status Kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 724) dicabut, dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari
2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lamandau.
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